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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

NOMOR  50  TAHUN  2001 

 

T E N T A N G 

 

 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2001 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan anggaran; 

 

 b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 



 

Mengingat :  1. Undang-undang  Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950); 

 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah untuk 

pertama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3569); 

 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 

 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 

44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3988); 

 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 

                                                                                                                           

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Daerah  (Lembaran  

Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3848); 

 



7. Peraturan   Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1997 tentang Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4021); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4024); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4139); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 4140); 

 

14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

 

15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 



16. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian 

Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 1997 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2001; 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2001 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D.1); 

 

 

Dengan Persetujuan  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2001. 

 

Pasal  1 

 

 

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah              

Rp. 223.342.720.922,45 bertambah sejumlah Rp. 50.022.658.911,08 sehingga    

menjadi Rp. 273.365.379.833,53 

 

(2)  Anggaran    Belanja    Daerah    Tahun   Anggaran 2001 semula berjumlah           

Rp. 223.342.720.922,45 bertambah sejumlah Rp. 50.022.658.911,08 sehingga 

menjadi Rp.273.365.379.833,53 dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

                    a. Belanja Rutin sebelum 



                        Perubahan .................................. Rp. 186.552.223.922,45 

                        Bertambah .................................. Rp.   52.941.008.630,47 

                                                                               

 

                        Belanja Rutin setelah 

                        Perubahan .................................. Rp. 239.493.232.552,92 

 

 

                    b. Belanja Pembangunan sebelum 

                        Perubahan .................................. Rp.   36.790.497.000,- 

                        Berkurang .................................. Rp.     2.918.349.719,39 

                                                                               

 

                        Belanja Pembangunan setelah 

                        Perubahan .................................. Rp.   33.872.147.280,61 

 

Pasal  2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

 

Ditetapkan  di   Sumedang 

pada tanggal     31 Oktober  2001 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Cap/ttd. 

 

Drs. H. MISBACH 

 

 



Diundangkan   dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten Sumedang  Nomor 75 Tahun 

2001 Seri D.72 Tanggal 31 Oktober 2001. 

 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

S U M E D A N G, 

 

Cap/ttd. 

 

Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN, MSi. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 030 110 112 


